PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 1 TAHUN 1971 (1/1971)
TENTANG
PENCABUTAN UNDANG UNDANG NO. 17 TAHUN 1964 TENTANG
LARANGAN PENARI KAN CEK KOSONG

Presi den Republik Indonesi a,

Meni nbang

a. bahwa Undang-undang No, 17 tahun 1964 tentang | arangan
penari kan cek kosong pada kenyataannya nenghanbat kel ancaran
 al u-1i ntas perekonom an pada unummya dan duni a per bankan pada

khususnya;

b. bahwa untuk neni adakan hanbatan tersebut, maka Undang-undang
No. 17 tahun 1964 itu perlu segera dicabut;

C. bahwa karena keadaan nendesak pencabutan tersebut perlu

di | akukan dengan Per aturan Peneri ntah Pengganti Undang-undang.

Mengi ngat :

1. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang No. 7 Drt. tahun 1955 tentang Tindak Pidana
Ekonom dengan segal a per ubahannya,;

3. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (S. 1847 No. 23) Bab VI.
Mendengar: Pi npi nan Dewan Perwaki | an Rakyat Got ong Royong.

Menmut uskan :

Menet apkan

Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang Pencabutan
Undang-undang No. 17 tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek
Kosong.

Pasal 1.

Mencabut Undang-undang No. 17 tahun 1964 tentang Larangan
Penari kan Cek Kosong (Lenbaran-Negara Republik Indonesia tahun 1964
No. 101).

Pasal 2.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini mulai berl aku
pada hari di undangkan

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat annya dal am Lenbar an- Negara Republ i k | ndonesi a.

D sahkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juli 1971
Presi den Republ ik I ndonesi a,

ttd.



SCEHARTO.
Jenderal T.N.I.

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 1971
Sekretaris Negara Republik | ndonesia,

ttd.
ALAMSI AH
Let nan Jenderal T.NI.
TANMBAHAN
LEMBARAN- NEGARA R. |
PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A No. 1 TAHUN 1971
TENTANG
PENCABUTAN UNDANG- UNDANG No. 17 TAHUN 1964 TENTANG
LARANGAN PENARI KAN CEK KCSONG

PENJELASAN UMUM

Undang- undang No. 17 tahun 1964 di kel uarkan pada saat suasana
per ekonom an | ndonesia dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan
politik, di mana setiap pelanggaran ekonom pada unmummya dan
per dagangan pada khususnya dianggap dapat nenggagal kan dan
nmengacaukan usaha-usaha Penerintah. Dem ki anl ah maka dal am Undang-
undang No. 17 tahun 1964 dinyatakan bahwa penarikan cek kosong
adal ah suatu tindak pidana ekonom dengan nenberikan ancanan-
ancaman pi dana yang berat, yaitu hukuman nmati, pidana seunur hidup,
atau pidana penjara 20 tahun dan pidana denda enpat kali |[ipat
jum ah cek kosong.

Ancaman hukuman yang tercantum dal am Undang-undang No. 17
tahun 1964 yang pada hakekatnya di maksudkan untuk nencegah
ti mbul nya faktor-faktor yang nengakibatkan berkurangnya/hil angnya
kepercayaan nasyarakat terhadap |enbaga cek pada unumya dan
per bankan pada khususnya, dal am kenyat aannya justru nerupakan sebab
yang mneni nbul kan keengganan bagi masyarakat unt uk nenper gunakan cek
dal am | al u-1i ntas penbayaran.

Lalu-lintas penbayaran yang bersifat giraal, dengan cek
sebagai sal ah satu al at-tehni snya, nerupakan sal ah satu unsur yang
utama yang nenunjang kel ancaran jalannya lalu-lintas perekonom an
dan perkenbangan |enbaga perbankan pada sesuatu nasyarakat
(Negar a) .

Adanya keengganan yang tinbul dari para penarik, penegang cek
dan Bank sendiri untuk nenpergunakan cek sebagai al at penbayaran
nmer upakan faktor penghanbat bagi pel aksanaan usaha-usaha Penerint ah
unt uk nenper kenbangkan | al u-l1intas penbayaran yang bersifat giraa
dan nenperlancar jalannya lalu-lintas perekonom an dal am rangka



pel aksanaan penbangunan ekonom pada khususnya, Penbangunan Negara
pada unmummya.

Sesuai dengan hal -hal tersebut di atas, sudah sewajarnya jika
Undang- undang No. 17 tahun 1964 tersebut dicabut.

Ber dasar kan pertinbangan bahwa perlu segera dianbil tindakan
yang cepat untuk neni adakan hanbatan terhadap usaha-usaha
Penmerintah dalam rangka pelaksanaan penbangunan ekonom pada
khususnya, Penbangunan Negara pada unummya; maka pengaturan materi
pencabut an Undang-undang tersebut dalam satu Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang, dapat di perti nbangkan dan di benarkan.

Dengan di cabutnya Undang-undang No. 17 tahun 1964, naka
per kar a- per kara penari kan cek-kosong yang bel um nendapat keputusan
Pengadi l an (belum "in kracht van gew jsde") harus diselesaikan
menurut ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) K UHP., sedangkan
per kar a- perkara cek kosong yang nmasih ada di tangan alat-alat
penyidik i.c. Kepolisian dan Kejaksaan tidak dapat dituntut |agi.
Ket entuan tersebut dilaksanakan dengan tidak nmengurangi kenmungki nan
di tuntut nya perkara-perkara penari kan cek kosong jika perkara itu
menmenuhi  unsur-unsur tindak pidana lain, msalnya tindak pidana
yang di naksud dal am pasal 378 K U H P

Penari kan- penari kan cek kosong yang ti dak nenenuhi unsur-unsur
sesuatu tindak pidana, diselesaikan nmenurut Kketentuan-ketentuan
hukum perdata, sedangkan penertiban cek sebagai salah satu al at
tehnis dalam lalu-lintas penbayaran yang bersifat giraal, dapat
di | akukan nmenurut sal uran adm ni strasi per bankan.

Bagi perkara-perkara cek kosong yang tel ah nendapat Keputusan
Pengadi | an dan sudah nenpunyai kekuatan hukum yang pasti (in kracht
van gew sjde), tetap harus dil aksanakan sesuai dengan isi Keputusan
Pengadi | an yang ber sangkut an.

PENJELASAN PASAL DEM PASAL

Pasal 1.
Cukup j el as.

(Termasuk Lenbar an- Negara Republi k I ndonesia tahun 1971 No. 55).

CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971
YANG TELAH DI CETAK ULANG

Sunber: LN 1971/55; TLN NO. 2966



